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sekaligus menjadi ajang bagi PT SMI untuk 
merumuskan bentuk dan peran serta PT SMI yang 
lebih baik sebagai DFI (Development Financial 
Institution) untuk dapat menjadi bagian solusi bagi 
permasalahan pembangunan tersebut di atas. 

Akhir kata saya atas nama PT SMI mengucapkan 
terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah 
berkenan menghadiri kegiatan ini. Mari bersama-
sama kita jaga dan bangkitkan optimisme 
pemulihan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan 
untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. 

#Sinergimemulihkannegeri

Wabilahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pandemi Covid-19 juga mengajarkan kepada 
kita akan pentingnya peran sektor kesehatan 
dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan. Pembangunan fasilitas layanan 
kesehatan yang memadai dan merata antar daerah, 
serta ketersediaan layanan kesehatan yang baik 
menjadi faktor penting dalam membangun sistem 
kesehatan nasional dan pencapaian SDGs. 

Dengan adanya resiko-resiko global ke depan 
baik itu di bidang kesehatan maupun lingkungan 
yang dapat menghambat pemulihan ekonomi yang 
berkelanjutan maka pada hari ini dan besok, 10-
11 November 2021, PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) menyelenggarakan Webinar Indonesia 
Sustainable Development Day 2021 (“ISDD 
2021”) bertajuk “Sinergi Pemulihan Ekonomi dan 
Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Acara 
ini diharapkan dapat menjadi ajang atau forum 
diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk 
menggali pemikiran dan ide mengenai upaya 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang 
juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah 
daerah ke depan, kebijakan perubahan iklim 
serta pentingnya penyediaan layanan dan 
fasilitas kesehatan yang memadai. Acara ini 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera, Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

riset PT SMI, dengan pertumbuhan positif di 
triwulan II dan III tahun 2021, tingkat GDP Indonesia 
sampai kuartal III 2021 sudah melebihi tingkat GDP 
sebelum pandemi di tahun 2019. Recovery rate 
GDP Indonesia berada di atas negara-negara lain 
misalnya negara Eropa seperti Jerman, Perancis, 
Italia, dan Spanyol. Tentunya hal ini merupakan 
hasil yang sangat mengembirakan. 

Namun, untuk mewujudkan pemulihan 
perekonomian yang berkelanjutan dalam jangka 
panjang, selain resiko peningkatan kasus Covid-19, 
perekonomian Indonesia dan negara-negara 
lain di dunia juga menghadapi resiko lain yang 
mengancam kemakmuran dan pembangunan global 
yaitu perubahan iklim (climate change). Pemerintah 
Indonesia telah menyampaikan komitmennya 
untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan 
iklim pada forum Conference of the Parties ke-26 
(COP 26) United Nations Framework Convention 
on Climat Change (UNFCCC) baru-baru ini di 
Glasgow, Skotlandia. Dalam pidatonya di Glasgow 
Bapak President Jokowi menyampaikan bahwa 
Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi 
global merupakan kunci dalam mengatasi masalah 
perubahan iklim. 

Edwin Syahruzad
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sekapur Sirih

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan 
syukur kehadirat Allah SWT atas karunia 
dan lindungan-Nya kepada kita semua 
dalam menjalani masa-masa yang penuh 

tantangan seperti saat ini, kita masih diberikan 
nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri kegiatan  
Webinar Indonesia Sustainable Development Day 
2021 dengan tema “Sinergi Pemulihan Ekonomi dan 
Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif 
di triwulan III 2021 memberikan optimisme akan 
pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Berdasarkan 
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•	 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah 
membahas pandemic preparedness atau kesiapan 
menghadapi pandemi secara global. Salah satu 
elemen penting dalam pandemic preparedness 
adalah pembangunan kapasitas sistem kesehatan 
setiap negara.

•	 Oleh sebab itu, penting bagi setiap negara 
untuk memiliki persiapan yang lebih baik dalam 
menghadapi pandemi-pandemi selanjutnya 
sehingga bisa menekan dampaknya terutama 
dampak kepada perekonomian serta kemunduran 
(set back) sejumlah target pembangunan nasional 
maupun global. 

“Sekarang, persoalan dari dunia adalah 
bagaimana dunia, masing-masing negara 
menyiapkan diri apabila pandemi akan terjadi 
lagi. Apakah kita memiliki kesiapan yang lebih 
baik sehingga tidak menimbulkan dampak 
yang sungguh luar biasa seperti yang kita lihat 
dalam 20 bulan terakhir dimana seluruh dunia 
lumpuh, ekonomi berhenti, dan set back dari 

development goals,” ujar Menteri Keuangan RI, 
Sri Mulyani Indrawati.

•	 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau 
PT SMI selaku Special Mission Vehicle (SMV) 
di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, 
diharapkan juga dapat berkontribusi untuk 
mengembangkan program kesehatan nasional. 
Dengan demikian, peran PT SMI tidak hanya 
membangun infrastruktur kesehatan, lebih dari 
itu PT SMI bisa ikut serta mendesain kebijakan 

sehingga sistem layanan kesehatan dari masing-
masing Pemerintah Daerah (Pemda) mampu 
menjadi sistem kesehatan yang handal.

“Untuk itu saya minta PT SMI bersama 
Kementerian Keuangan dan Kementerian 
Kesehatan, serta Pemda untuk bisa 
mengembangkan program-program, tidak hanya 
sekadar membangun infrastruktur, seperti bangun 
Rumah Sakit, namun membuat program agar 
kemampuan dari masing masing Pemda, provinsi 
terutama kabupaten/kota hingga pada pelayanaan 
kesehatan dasar, seperti Puskesmas bisa menjadi 
sebuah sistem kesehatan yang handal,” ujar 
Menteri Keuangan RI,  
Sri Mulyani Indrawati.

•	 Tidak hanya pemulihan ekonomi dan kesehatan, 
saat ini ancaman perubahan iklim (climate change) 
juga menjadi fokus dunia.  Sebagai negara 
dengan populasi besar di dunia serta termasuk 
dalam negara perekonomian besar anggota G20, 
Indonesia memiliki tanggung jawab yang signifikan 
dalam mencegah terjadinya perubahan iklim 
(climate change). Dalam hal ini, ada dua sektor 
yang penting yakni menjaga hutan sebagai paru-
paru dunia dan pemenuhan kebutuhan energi 
tanpa menambah emisi CO2.

•	 Dalam menanggulangi perubahan iklim, PT SMI 
telah cukup banyak mendukung pembangunan 
renewable energy (energi terbarukan) di berbagai 
portfolio yang dimiliki serta berbagai pendanaan 
inovatif untuk mendukung proyek energi terbarukan. 
Melalui forum ini Menteri Keuangan mengapresiasi 
inisiatif PT SMI dalam menyelenggarakan Indonesia 
Sustainable Development Day 2021, yang 
diharapkan menjadi wadah diseminasi informasi 
dan sinergi berbagai pihak. 

“Saya senang PT SMI mengusung acara 
Indonesia Sustainable Development Day 2021 
(ISDD) pada Hari Pahlawan yaitu 10 November, 
karena yang kita hadapi baik pandemi dan 
climate change adalah dua potensial calamities, 
suatu guncangan atau musibah bahkan tidak 
potensial lagi karena pandemi sudah terjadi, 
dua musibah yang akan memporak-porandakan 
kehidupan manusia di bumi ini dan seluruh upaya 
pembangunan kita,” ujar Menteri Keuangan RI, Sri 
Mulyani Indrawati.

•	 Menteri Keuangan meminta PT SMI agar dapat 
terus berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/
Lembaga, seperti Kementerian Keuangan, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Kementerian 
ESDM, serta pemerintah-pemerintah daerah, 
NGO, para aktivis, serta dunia internasional. Selain 
itu, Menteri Keuangan  juga mengharapkan PT 
SMI dapat bertindak sebagai kolaborator blended 
finance yang lebih high profile. PT SMI agar 
meningkatkan networking di level dunia untuk 
blended finance. “Kita harus mampu menunjukkan 
kepada dunia bahwa kita tidak hanya siap, tapi juga 
mampu. Kita harus berkolaborasi di level global, 
namun tetap menjaga kepentingan Indonesia,” ujar 
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Sri mulyani 
Indrawati 
Menteri Keuangan ri

ClIMATE CHANgE
mencegah kenaikan suhu bumi

PT SMI bersama Kementerian 
Keuangan membahas target 
penurunan CO2 yakni maksimum 
1,5 degrees centigrade

2 c
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target 
sebelumnya
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InDoneSIa SuStaInable 
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(ISdd) PAdA HArI PAHlAWAN yAITu 
10 NOvEMBEr, KArENA yANg KITA 
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CHANgE AdAlAH duA POTENSIAl 
calamItIeS, SuATu guNCANgAN 
ATAu MuSIBAH BAHKAN TIdAK 
POTENSIAl lAgI KArENA 
PANdEMI SudAH TErJAdI, duA 
MuSIBAH yANg AKAN MEMPOrAK-
POrANdAKAN KEHIduPAN MANuSIA 
dI BuMI INI dAN SEluruH uPAyA 
PEMBANguNAN KITA”
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•	 Pandemi yang melanda membuat semua pihak 
mengangkat isu kesehatan baik global maupun 
domestik. Hal ini  tentu saja juga sangat sesuai 
dengan perhatian pemerintah Indonesia. Saat 
ini, ada 3 isu utama yang menjadi perhatian 
khususnya di sektor kesehatan : 
1) Isu pertama bagaimana kita membangun 

ketahanan kesehatan dunia;
2) Isu kedua adalah menerapkan standard 

protocol kesehatan;
3) Isu ketiga adalah alih teknologi dan diversifikasi 

produksi sumber daya kesehatan essensial.

•	 Di dalam negeri kita mengupayakan transformasi 
kesehatan yang akan dilakukan di tahun 2022 ke 
depan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah 
fokus terhadap 6 pilar transformasi: 
1) Transformasi layanan primer;
2) Transformasi layanan rujukan baik berupa 

layanan kesehatan sekunder dan tersier.
3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan 

sehingga diharapkan anggaran kesehatan 
lebih transparan dan affective.

5) Transformasi SDM Kesehatan;
6) Transformasi Teknologi Kesehatan.

•	 Peran PT SMI sangat in-line dengan pembahasan-
pembahasan diatas, karena PT SMI memiliki 3 
pilar bisnis perusahaan untuk mendukung hal 

•	 Kementerian Keuangan mendukung penuh 
peran PT SMI sebagai Special Missin Vehicle 
(SMV) untuk ikut serta berperan aktif dalam 
menurunkan dampak perubahan iklim salah 
satunya dengan membiayai sektor energi 
terbarukan. “Kami ingin melihat ke depannya 
bahwa portfolio PT SMI terjadi peningkatan 
untuk proyek-proyek yang sifatnya SGDs 
karna ini sejalan dengan rencana dan 
agenda pemerintah, selain itu tugas dari 
PT SMI adalah mendorong pihak-pihak lain 
untuk terlibat dalam aspek keberlanjutan 
pembangunan” ujar Dirjen Kekayaan Negara 
Kemenkeu, Rionald Silaban.

Tidak hanya itu, sektor kesehatan yang menjadi 
ujung tombak pemulihan ekonomi, juga sangat 
bergantung terhadap manajemen pengelolaan 
kesehatan yang professional. Oleh karena itu  
penting bagi PT SMI juga untuk turut terlibat 
dalam perbaikan Sistem Kesehatan Nasional 
(SKN) dengan bersinergi bersama Kementerian 
Kesehatan dan lembaga lainnya. 

tersebut. Dengan 3 pilar tersebut PT SMI dapat 
masuk dalam pengembangan dan pembangunan 
Rumah Sakit di daerah, tidak hanya RSUD tapi 
juga Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pusat.

•	 Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 
Usaha (KPBU) dan fasilitas pembiayaan yang 
ada di PT SMI kami harapkan bisa mendukung 
baik RS Umum dan Daerah namun kita tidak 
hanya membangun RS nya saja namun juga 
management layanan kesehatan yang profesional. 
Ide ini agar bisa melayani mutu dari pelayanan 
rumah sakit, sehingga orang yang berobat ke luar 
negeri dapat berkurang dan mulai menggunakan 
layanan-layanan kesehatan di Indonesia.

•	 “Kami harap melalui acara ISDD 2021 ini dapat 
menjadi rujukan bagi stakeholder di sektor 
kesehatan dalam menghadapi tantangan pada 
masa pandemi dan pasca pandemi. Lebih banyak 
lagi ke depan harus kita perbaiki dan ada hal yang 
harus kita reform disisi kesehatan,” ujar Sekjen 
Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

•	 Kementerian Keuangan khususnya Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara mengapresiasi 
upaya proaktif PT SMI dalam mengadakan acara 
ISDD 2021 dalam meningkatkan awareness 
dari stakeholder dalam menghadapi tantangan 
pembangunan berkelanjutan dan infrastruktur 
kesehatan melalui acara ISDD. “Melalui ISDD 
yang diselenggarakan oleh PT SMI, semoga kita 
semua dapat bekerja sama untuk memberikan 
dampak yang terbaik bagi kemakmuran 
masyarakat Indonesia,” tutup Dirjen Kekayaan 
Negara Kemenkeu, Rionald Silaban.

Kunta Wibawa 
Dasa nugraha
SeKretariS Jenderal
KeMenterian KeSehatan ri Rionald 

Silaban
direKtur Jenderal KeKayaan negara 
KeMenterian Keuangan ri 

KAMI INgIN MElIHAT 
KE dEPANNyA BAHWA 
POrTfOlIO PT SMI TErJAdI 
PENINgKATAN uNTuK 

PrOyEK-PrOyEK yANg SIfATNyA 
SgdS KArNA INI SEJAlAN 
dENgAN rENCANA dAN AgENdA 
PEMErINTAH, SElAIN ITu TugAS 
dArI PT SMI AdAlAH MENdOrONg 
PIHAK-PIHAK lAIN uNTuK TErlIBAT 
dAlAM ASPEK KEBErlANJuTAN 
PEMBANguNAN” 

PErAN PT SMI SANgAT IN-
lIne dENgAN PEMBAHASAN-
PEMBAHASAN dIATAS, KArENA 
PT SMI MEMIlIKI 3 PIlAr BISNIS 

PEruSAHAAN uNTuK MENduKuNg HAl 
TErSEBuT. dENgAN 3 PIlAr TErSEBuT 
PT SMI dAPAT MASuK dAlAM 
PENgEMBANgAN dAN PEMBANguNAN 
ruMAH SAKIT dI dAErAH, TIdAK HANyA 
rSud TAPI JugA ruMAH SAKIT uMuM, 
ruMAH SAKIT PuSAT”
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•	 Momentum pemulihan ekonomi masih relatif 
terjaga ditopang oleh pertumbuhan positif semua 
komponen pengeluaran, khususnya ekspor yang 
tumbuh tinggi. Pada kuartal III-2021, kinerja 
perekonomian nasional mampu tumbuh positif 
sebesar 3,51 persen meskipun terjadi lonjakan 
kasus pandemi Covid-19 akibat varian delta. 

“Di tengah tantangan supply chain dan harga 
komoditas, serta lonjakan kasus Covid-19 akibat 
varian delta, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
berhasil mencatatkan kinerja positif pada kuartal 
III-2021 kemarin, yakni tumbuh 3,51 persen 
(yoy),” ujarnya. 

Ke depan, tren pemulihan akan terus berlanjut 
dengan kinerja pertumbuhan yang diproyeksikan 
tumbuh menguat di triwulan IV-2021, seiring 
kondisi pandemi yang terkendali.

•	 Memasuki kuartal IV-2021, sejumlah indikator 
memberikan sinyal positif pada pertumbuhan 
ekonomi. Misalnya, Consumer Confidence 

Febrio nathan 
Kacaribu
Kepala Badan KeBiJaKan FiSKal  
KeMenterian Keuangan ri

Index (CCI) atau indeks kepercayaan konsumen 
mencapai level 113,4 pada Oktober 2021, atau 
sudah lebih tinggi dibandingakn awal pandemi pada 
Maret 2020 dan lebih tinggi dari kuartal III-2021. 

Selain itu, PMI Manufaktur kembali ke level 
ekspansi pada 57,2 di Oktober 2021. Lalu, 
ekspor dan impor tumbuh signifikan sepanjang 
kuartal III-2021, ditopang kuatnya permintaan dari 
negara mitra dagang di masa pemulihan.

“Ini yang membuat kami cukup optimis kuartal 
IV tetap membawa perekonomian kita lebih 
tinggi lagi dan perekonomian kita tetap berada 
di sekitar 3,7 persen sampai dengan 4,5 persen 
outlook-nya,” ujarnya.

•	 Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga. Peran 
serta masyarakat dalam disiplin protokol kesehatan 
dan program vaksinasi sangat krusial agar Indonesia 
terbebas dari pandemi serta laju pemulihan ekonomi 
semakin kuat dan berkelanjutan.

•	 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah 
mengeluarkan sejumlah respon kebijakan 
fiskal di masa pandemi dengan fokus untuk 
menyelamatkan masyarakat, pemulihan, serta 
reformasi penguatan fondasi ekonomi. 

•	 Pada 2020, pemerintah mengambil langkah 
extraordinary policy dengan mengeluarkan              
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan 
menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, yang salah 
satunya melonggarkan defisit anggaran di atas 
3 persen dari PDB. Selain itu, pemerintah mulai 
memberikan stimulus penanganan Covid-19 
dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN), sehingga memperlebar defisit APBN 
menjadi 6,34 persen dari PDB. 

•	 Pada 2021, kebijakan fiskal diarahkan untuk 
akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi 
kebijakan (recovery and reform policy). Langkah 
konkritnya, yakni penanganan pandemi dan 
program vaksinasi, akselerasi recovery melalui 
keberlanjutan PEN, transformasi ekonomi melalui 
reformasi kebijakan. 

•	 Sedangkan pada 2022, Kemenkeu akan 
melakukan pendisiplinan fiskal untuk 
keberlanjutan  jangka panjang. Hal ini ditempuh 
dengan defisit kembali maksimal 3 persen 
dari PDB di tahun 2023, primary balance 
(keseimbangan primer) menuju positif, debt ratio 
(rasio utang) diupayakan menurun, serta risiko 
utang terkendali. 

•	 Strategi akselerasi pemulihan sosial-ekonomi 
tetap memprioritaskan penguatan kesehatan 
sebagai kunci pemulihan ekonomi, dengan 3 
game changer. Pertama, intervensi kesehatan 
dengan memberikan vaksinasi gratis kepada 
208 juta orang, penerapan protokol kesehatan 
3M dan 3T, serta intervensi lainnya. Kedua, 
resilience survival and recovery kit yang meliputi 
program perlindungan sosial dan menjaga 
kesinambungan bisnis. Ketiga, reformasi 
struktural melalui penguatan SDM, infrastruktur, 
simplifikasi regulasi antara lain dengan 
mengesahkan UU tentang Cipta Kerja. 

•	 Pada 2021, pemerintah mengalokasikan dana 
pada program PEN sebesar Rp 744,77 triliun, naik 
dari tahun lalu sebesar Rp 699,43 triliun. Dana 
tersebut dialokasikan untuk program perlindungan 
sosial Rp 186,64 triliun, dukungan UMKM dan 
korporasi Rp 162,40 triliun, sektor kesehatan Rp 
214,96 triliun, insentif usaha Rp 62,83 triliun, dan 
program prioritas Rp 117,94 triliun. 

Dana program pen

Rp744,77 triliun

2020

Rp699,43 triliun

Rp117,94 triliun Rp186,64 triliun

Rp62,83 triliun

Rp214,96 triliun Rp162,40 triliun

kesehatan

program prioritas

UMKM dan korporasi
program perlindungan 
sosial

insentif usaha

2021



14 InDoneSIa SuStaInable Development Day 2021 15InDoneSIa SuStaInable Development Day 2021

astera primanto 
bhakti
direKtur Jenderal periMBangan Keuangan 
KeMenterian Keuangan ri

•	 Pemulihan pandemi masih menjadi fokus 
utama pemerintah pada 2021 dan 2022 
mendatang. APBN 2021 sebagai perangkat 
countercyclical dalam mengendalikan 
pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. 
Sementara itu, APBN 2022 merupakan APBN 
terakhir dengan defisit anggaran boleh melebihi 
3 persen dari PDB sesuai UU 2 Tahun 2020, 
serta akan diarahkan untuk mendukung 
pemulihan ekonomi dan reformasi strukural.

Perekonomian 2022 diproyeksikan membaik 
dan pemulihan semakin menguat, namun 
pandemi covid-19 masih menjadi faktor yang 
memberikan ketidakpastian

“Tahun 2022 memang betul-betul disiapkan 
untuk back to normal di 2023 dan kebijakan-
kebijakan yang dilakukan di sini memang 
masih align dengan penanganan Covid-19 tapi 
juga tetap didorong untuk kita melaju lebih 
cepat,” katanya. 

•	 Pendapatan negara tahun 2022 diproyeksikan 
meningkat mengikuti prospek pemulihan 
ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan. 
Pendapatan negara ditargetkan meningkat 
6,4 persen dari outlook APBN 2021 yakni Rp 
1.735,7 triliun menjadi Rp 1.846,1 triliun. Selain 

itu, belanja negara juga ditargetkan meningkat 
0,6 persen dari Rp 2.697,3 triliun dalam 
outlook APBN 2021 menjadi Rp 2.714,2 triliun. 

•	 Setiap tahunnya, Kemenkeu mengalokasikan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
untuk menggerakkan ekonomi di daerah. 
Khusus TKDD di 2022 mendatang,  
jumlahnya mencapai Rp 769,6 triliun.  
Rincian alokasinya meliputi DAU sebesar  
Rp 378 triliun, DBH Rp 105,2 triliun, DAK  
fisik Rp 60,9 triliun, DAK non fisik Rp 128,7 
triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 7 
triliun, dana otonomi khusus dan DAIS 
Yogyakarta Rp 21,7 triliun, serta Dana Desa 
Rp 68 triliun. 

•	 Kebijakan TKDD tahun anggaran 2022 dan 
alokasi program prioritas diarahkan untuk 

melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas 
belanja daerah, melanjutkan penguatan  
sinergi perencanaan penganggaran, dan 
melanjutkan kebijakan penggunaan Dana 
Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan 
kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan 
ekonomi di daerah, pembangunan SDM 
pendidikan, dan penambahan untuk  
belanja kesehatan prioritas. 

•	 Selain itu, meningkatkan efektivitas 
penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), 
penyaluran DAK fisik berbasis kontrak  
dan DAK non fisik, menggunakan Dana  
Desa sebagai instrumen untuk pemulihan 
ekonomi di desa dan  mendukung sektor 
prioritas, serta melanjutkan kebijakan 
penyaluran DBH, dengan memperhatikan 
kinerja daerah.
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•	 Pemerintah, khususnya Kementerian 
Keuangan mendorong perwujudan alternatif 
skema pembiayaan infrastruktur di daerah 
untuk mendukung pembangunan infrastruktur 
daerah. Pasalnya, apabila hanya bergantung 
pada pembiayaan dari APBN dan APBD 
saja maka tidak cukup untuk mendanai 
pembangunan infrastruktur di daerah. 

•	 Sejumlah alternatif instrumen dan skema 
pembiayaan yang dimaksud meliputi Kerja 
sama Pemerintah dengan Badan Usaha 
(KPBU), blended finance, SDG Indonesia One 
(SIO), Pinjaman Daerah dari PT SMI, dan 
pengembangan pembiayaan kreatif daerah 
melalui revisi Undang-Undang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (RUU HKPD). 

•	 Kebutuhan investasi pembangunan 
infrastruktur periode 2020 hingga 2024 dalam 
RPJMN 2020-2024 sebesar R p6.445 triliun. 
Kebutuhan dana tersebut akan dipenuhi dari 

sumber pembiayaan pemerintah melalui 
APBN senilai Rp 2.385 triliun atau 37 persen 
dan BUMN sebesar Rp 1.353 triliun setara 
21 persen. 

•	 Sementara itu, mayoritas sumber 
pembiayaan investasi infrastruktur didorong 
dari pihak swasta yakni Rp 2.707 triliun 
atau 42 persen. Salah satunya, diarahkan 
melalui skema KPBU. KPBU dilaksanakan 
berdasarkan pembagian risiko antara 
pemerintah dan badan usaha. Transfer 
risiko yang signifikan kepada pihak swasta 
merupakan salah satu sumber value for 
money (VfM). 

•	 Saat ini, pemerintah memprioritaskan 
pendanaan melalui skema KPBU pada enam 
sektor, meliputi air dan sanitasi, transportasi 
perkotaan, jaringan gas, perumahan, 
kesehatan/RS, dan pengelolaan sampah. 

luky Alfirman
direKtur Jenderal pengelolaan peMBiayaan dan riSiKo  
KeMenterian Keuangan ri

•	 Hingga saat ini, pemerintah telah 
menandatangani 28 kontrak KPBU dengan 
total investasi senilai US$ 17,17 miliar atau Rp 
241,75 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 
11 proyek sudah dalam tahap operasi, 7 proyek 
dalam tahap konstruksi, dan 22 proyek dalam 
proses financial close. 



18 InDoneSIa SuStaInable Development Day 2021 19InDoneSIa SuStaInable Development Day 2021

•	 PT SMI berdiri pada tahun 2009 sebagai 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 
bawah Kementerian Keuangan, yang 
100% sahamnya dimiliki oleh Kementerian 
Keuangan. Sebagai Special Mission Vehicle 
(SMV) di bawah koordinasi Kementerian 
Keuangan yang memiliki visi menjadi katalis 
dalam percepatan pembangunan nasional,  
PT SMI memiliki tiga pilar bisnis, yakni 
Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, 
dan Pengembangan Proyek. Peringkat kredit 
PT SMI adalah AAA dengan outlook stable 
yang merupakan peringkat kredit tertinggi, 
serta peringkat internasional BBB dengan 
outlook stable.

•	 Total aset PT SMI per September 2021 
sebesar Rp 118,6 triliun, ekuitas Rp 38,3 
triliun, nilai proyek yang telah dibiayai Rp 
743,6 triliun, komitmen pembiayaan kepada 
Pemerintah Daerah termasuk Pinjaman 
Reguler dan PEN Rp 37 triliun, dan multiplier 
effect terhadap modal disetor adalah 24,3 kali. 

•	 8 peran PT SMI dalam pembiayaan pembangunan 
infrastruktur nasional, antara lain adalah innovative 
& creative financing model, municipal financing, 
promoting private sector participation, equity 
investment, deepening financial instrument, SDG 
Indonesia One (SIO), dukungan kepada program 
PEN, dan research & knowledge product. 

“Pinjaman daerah adalah salah satu 
modalitas yang dapat bekerja secara 
pararel intendem dengan proyek-proyek 
KPBU, karena untuk upaya percepatan 
saya rasa, pendekatan secara pararel 
tersebut dapat lebih berdaya guna,” 
katanya. 

•	 Ruang lingkup pembiayaan daerah yang 
diberikan oleh PT SMI meliputi infrastruktur 
jalan dan jembatan, Rumah Sakit, pasar, 
ketenagalistrikan, transportasi, sumber 
daya air, rolling stock KA, telekomunikasi, 
migas dan hilir, pengelolaan limbah, 
irigasi, energi terbarukan dan konservasi 
energi, infrastruktur kawasan, lembaga 
pemasyarakatan, pariwisata, pendidikan, 
informatika, olahraga, kesenian, dan 
perumahan rakyat. 

Edwin 
Syahruzad
direKtur utaMa
pt Sarana Multi inFraStruKtur (perSero)

•	 Untuk mempercepat pembangunan khususnya 
di sektor publik, PT SMI memberikan dukungan 
pembiayaan dan penyiapan pada proyek sektor 
publik dalam tiga bentuk, yakni Pinjaman 
Daerah Reguler, Pinjaman PEN Daerah dan 
Dukungan Program PEN, serta Fasilitas 
Penyiapan Proyek. 

•	 Untuk dukungan dalam bentuk Pinjaman 
Daerah Reguler, PT SMI telah memberikan 
komitmen pembiayaan sebesar Rp 6,65 triliun 
kepada 29 Pemda. PT SMI juga mencatatkan 
komitmen pembiayan sebesar Rp 30,43 triliun 
kepada 50 Pemda dalam Pinjaman PEN 
Daerah dan Dukungan Program PEN. 

Selain itu, tercatat 23 proyek dan 21 Pemda 
telah menerima dukungan penyiapan proyek 
dari PT SMI. 
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•	 Melalui Divisi Riset Ekonomi, PT SMI 
melakukan pemetaan pada provinsi di 
Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 
pada 2020. Hasilnya, hampir semua provinsi 
di Indonesia terdampak pandemi Covid-19 
sehingga pertumbuhan ekonominya 
mengalami kontraksi, kecuali tiga provinsi 
yakni Sulawesi Tengah (tumbuh 4,86 persen), 
Maluku Utara (4,92 persen), dan Papua (2,23 
persen). Pasalnya, ketiga provinsi tersebut 
mendapatkan dorongan pertumbuhan ekonomi 
dari investasi besar di sektor pertambangan 
sehingga menopang perekonomiannya. 

•	 Pada kuartal III-2021, hampir semua daerah di 
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang positif, kecuali Papua Barat dan Bali karena 
mobilitas penduduk masih terbatas sehingga 
mempengaruhi sektor pariwisata yang menopang 
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kondisi 
tersebut mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi 
di Indonesia sudah mencapai level sebelum 
pandemi, yakni di 2019.

•	 Selain itu, hampir semua provinsi mengalami recovery 
rate positif kecuali dua provinsi yakni Kalimantan 
Timur minus 0,6 persen dan Bali minus 11,5 persen. 

I Kadek dian 
Sutrisna
Chief eConomist  
pt Sarana Multi inFraStruKtur (perSero)

Sesi II: Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dalam Penerapan Kebijakan Perubahan 
Iklim dalam Pembangunan Indonesia

Rabu, 10 November 2021 
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•	 Perubahan iklim sudah menjadi kenyataan 
dan fakta yang terjadi di dekat kita dan di 
sekitar kita. Salah satu indikator utama 
perubahan iklim adalah perbahan suhu 
global. “Kesepakatan di tingkat global 
berupaya untuk menahan laju atau kenaikan 
suhu global rata-rata di bawah 2 derajat 
celcius. Bahkan dengan adanya laporan dari 
Intergovernmental Panel Climate Change 
(IPCC) saat ini negara-negara atau upaya di 
tingkat global diminta untuk lebih ambisius, 
untuk lebih menekan kenaikan suhu rata-
rata global tidak lebih dari 1 derajat celcius,” 
ujarnya. 

•	 Dampak kenaikan perubahan iklim 
meliputi kenaikan suhu, perubahan musim, 
peningkatan permukaan air laut, kenaikan 
suhu laut, gelombang tinggi dan perubahan 
salinitas. Dampak ini akan membawa 
pengaruh pada kehidupan di Indonesia 
dan di muka bumi ini. “Contohnya, kalau 

permukaan atau tinggi air laut meningkat 
saat ini diprediksikan 0,6 sampai dengan 1,2 
centimeter per tahun, maka bisa dibayangkan 
bagaiman kondisi kota atau wilayah pemukiman 
yang berada di tepi laut pada saaat tinggi 
permukaan air laut naik. Tentu saja akan ada 
pergeseran garis pantai masuk lebih jauh ke 
daratan, ini akan menyebabkan perubahan 
tidak hanya di ekositem tetapi juga di semua 
mahkluk hidup yang ada dalam ekosistem 
tersebut,” ujarnya.

•	 Lebih jauh lagi, dampak perubahan iklim 
bisa mempengaruhi upaya kita mencapai 
target pembangunan berkelanjutan. Sebab, 
Dampak perubahan iklim bisa mempengaruhi 
tingkat produksi pertanian, bencana alam 
yang menimbulkan kerugian dari sisi jiwa 
hingga ekonomi. Potensi ini akan menjadi 
risiko pada pencapaian target-target 
Nationally Determined Contributions (NDC) 
dan Sustainable Development Goals (SDGs) 

sendiri.  Bappenas menyatakan potensi 
kerugian ekonomi akibat perubahan iklim 
terhadap PDB diprediksi mencapai sebesar 
Rp 115 triliun tanpa intervensi dan Rp 57 
triliun dengan intervensi dari pemerintah 
serta semua stakeholder.  “Ini menunjukkan 
bahwa apabila kita gagal melakukan 
upaya pengelolaan baik itu mitigasi 
maupun adaptasi perubahan iklim pada 
akhirnya akan pengaruhi capaian target 
pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. 

•	 Catatan penting dalam updated NDC 
Indonesia. Pertama, Indonesia memperkuat 
conditional mitigation scenario  dengan 
mengoptimalkan pencapaian pengurangan 
emisi karbon sampai dengan 41 
persen dengan dukungan atau bantuan 
internasional. Kedua, dokumen updated 
NDC telah disampaikan kepada Sekretariat  
United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) sebagai satu 
satu kesatuan dengan dokumen Long Term 
Strategy Low Carbon and Climate Resilience 
2050 (LTS-LCCR 2050). Ketiga, Indonesia 
meningkatkan ambisi implementasi dengan 
memasukkan komitmen-komitmen baru 
terkait dengan elemen adaptasi perubahan 
iklim dan elemen transparansi. Keempat, 
dokumen Updated NDC juga memuat 
kondisi terkini termasuk visi dan misi 
Indonesia dalam jangka panjang hingga 100 
tahun Indonesia merdeka di 2045. Kelima, 
Updated NDC memuat informasi yang lebih 
rinci dibandingkan dengan dokumen NDC 
pertama yang disubmit pada 2016. 

•	 “Dengan peta jalan 2030 dan 2045 kita 
diharapkan atau diprediksikan melalui 
formulasi kebijakan untuk mencapai kondisi 
net zero emission di tahun 2060 atau lebih 
cepat,” katanya. Untuk memastikan target 
dan visi ini bisa tercapai untuk jangka 2030 
dan 2050 ditempuh melalui 3 skenario 
yang dimuat dalam dokumen LTS-LCCR 

2050. Meliputi, Current Policy Scenario 
(CPS) atau dengan kebijakan saat ini, 
Transition Scenario (TRNS) atau skenario 
dengan transisi, dan Low Carbon Scenario 
Compatible with Paris Agreement Target 
(LCCP).

•	 “Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi 
skenario yang lebih ambisius yaitu LCCP. 
Di sini ada skenario bagaimana nanti pucak 
emisi dan target penurunan emisi Gas Rumah 
Kaca (GRK),” terangnya.  Dalam skenario 
LCCP, semua sektor yang ada di NDC yaitu 
sektor kehutanan, energi, pertanian, industry, 
serta limbah akan mengalami penurunan 
emisi GRK yang cukup signifikan. Pada 
2030, diasumsikan sebagai peaking (puncak 
tertinggi) dari semua sektor, khusus untuk 
sektor Forestry and Other Land Uses (FoLU) 
diharapkan pada 2030 sudah mencapai 
kondisi net sink atau kondisi negatif emisi. 
Artinya, tingkat emisi pada sektor ini sudah 
bisa diserap oleh sektor yang bersangkutan. 

•	 Untuk memastikan pengendalian perubahan 
iklim dan upaya-upaya aksi mitigasi dan 
adaptasinya akan mendukung capaian 
pembangunan, terutama pembangunan 
berkelanjutan, maka KLHK dan kementerian 
terkait mengembangkan seperangkat kebijakan 
dan instrumen yang mendukung pelaksanaan 
NDC dan LTS-LCCR 2050. Kebijakan dan 
instrumen tersebut meliputi NDC: Strategi dan 
Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim, NDC: 
Strategi dan Peta Jalan Adaptasi Perubahan 
Iklim, Sistem Inventori Gas Rumah Kaca 
(SIGN-SMART), Sistem Registri Nasional 
(SRN), Sistem Informasi Data Indeks 
Kerentanan (SIDIK), Program Kampung Iklim 
(ProKlim), Sistem Informasi Safeguard (SIS) 
REDD+Indonesia, dan lainnya. 
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•	 Indonesia menjadi salah satu negara 
yang telah berkomitmen untuk mendorong 
pencapaian target Sustainable Deveopment 
Goals (SDGs) yang cakupannya lebih luas 
daripada Millennium Development Goals 
(MDGs) karena mencakup aspek tidak hanya 
sisi Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi 
juga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
Pemerintah telah mengarusutamakan target-
target SDGs dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024. Target tersebut meliputi SDM berkualitas, 
karakter bangsa, ketahanan ekonomi untuk 
pertumbuhan berkualitas, pengembangan 
wilayah untuk pemerataan, infrastruktur 
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 
stabilitas Politik, Hukum, Pertahanaan dam 
Keamanan (Polhukhankam)  dan transformasi 
pelayanan publik, serta lingkungan hidup dan 
ketahanan bencana.  

•	 “SDGs sudah kita masukkan dalam RPJMN 
2020-2024, 124 target dari 169 target sudah 

di-mainstreaming-kan, artinya adalah dalam 
pelaksanaan program kegiatan dan anggaran 
setiap tahunnnya untuk mencapai target 
tersebut, harapannya secara bertahap kita juga 

mencapai target dari SDGs,” ujarnya. Indonesia 
memiliki visi untuk naik kelas menjadi negara 
maju pada 2045 mendatang sehingga Indonesia 
bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan 
menengah atau Middle Income Trap (MIT) 
pada 2036 mendatang. Target RPJMN 2020-
2024 serta SDGs memberikan landasan bagi 
Indonesia untuk mencapai visi negara maju dan 
lepas dari MIT tersebut. 

•	 Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada 
pencapaian target RPJMN 2020-2024 serta 
SDGs tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, 
dan lingkungan. Guna mencapai visi negara 
maju di 2045 mendatang, Indonesia diprediksi 
membutuhkan angka pertumbuhan ekonomi 
sebesar 6% setiap tahunnya. “Kita tahu 19 
bulan terakhir, kita dihadapkan pada tantangan 

StaF ahli Menteri ppn/BappenaS Bidang SoSial  
dan penanggulangan KeMiSKinan

vivi yulaswati
luar biasa, pandemi Covid-19 yang berpotensi 
menunda visi 2045 tersebut. Sehingga, rata-
ratanya diperlukan pertumbuhan sekitar 6% 
untuk kita menjadi negara maju,” tuturnya.

•	 Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) 2022 meliputi, pertumbuhan 
ekonomi disepakati sebesar 5,4-6%, Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 73,44-73,48, dan 
Tingkat Kemiskinan 8,5-9%. Selanjutnya, rasio 
disepakati pada level 0,376-0,378, penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bisa ditekan 
sebesar 26,8-27,1%, Nilai Tukar Petani (NTP) 
yakni 102-104, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
disepakati 102-105.
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•	 Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki lebih dari 17.000 pulau sehingga 
rentan pada dampak perubahan iklim. 
Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dari 
1981-2018 yakni tren kenaikan suhu sekitar 
0,03 derajat celcius per tahun. Lalu, dari 2010-
2018, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional 
mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per 
tahun, serta kenaikan permukaan laut 0,8-1,2 
centimeter per tahun, sementara sekitar 65% 
penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir.

•	 Kerugian dari perubahan iklim ini terhadap 
ekonomi sangat besar bisa mencapai 0,66 
persen sampai dengan 3,45% dari PDB 
di 2030 seperti tertulis dalam Roadmap 
Nationally determined contributions (NDC).  
“Semua stakeholder di Pemerintah Pusat saat 
ini sudah saling bahu-membahu termasuk 
Kementerian Keuangan dari sisi fiskalnya 
untuk bisa memberikan dukungan agar 
tercapainya penurunan emisi di 2030 dan pada 
akhirnya nanti net zero emission di 2050 atau 
2060,” katanya. Sejumlah tren global dalam 

penguatan agenda pencegahan perubahan iklim 
antara lain, Paris Agreement dalam The 21st 
UN Climate Change Conference of the Parties 
(COP21) pada 2016 sepakat untuk mengurangi 
laju emisi dari business as usual di tahun 2030 
dan menahan laju temperatur global di bawah 2 
derajat celcius dari sebelum Revolusi Industri. 
Sedangkan, pada COP26 di November 2021, 
negara-negara akan didorong untuk mencapai 
Net Zero Emissions di 2060 atau lebih cepat. 

•	 Negara-negara G20, dimana Indonesia termasuk 
di dalamnya, telah mendorong komitmen 
negara-negara pada isu perubahan iklim, 
termasuk untuk phasing out atau mengurangi 
bertahap subsidi atas fossil fuels (bahan bakar 
fosil). Lembaga-lembaga keuangan besar juga 
telah berkomitmen untuk mulai mengurangi dan 
bahkan menghentikan pembiayaan bagi proyek-
proyek terkait fossil fuel. 

•	 Komitmen pengendalian iklim di Indonesia 
salah satunya dituangkan dalam respons 
kebijakan fiskal terhadap isu perubahan 

iklim. Respons dari sisi fiskal tersebut 
mencakup, pembentukan kerangka fiskal 
mitigasi perubahan iklim (Mitigation Fiscal 
Framework), insentif perpajakan untuk 
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) 
dan teknologi bersih, kebijakan pencabutan 
subsidi BBM, penguatan belanja K/L melalui 
penerapan climate budget tagging atau 
penandaan APBN untuk alokasi pendanaan 
iklim, mainstreaming climate budget tagging 
dalam APBD, penguatan transfer fiskal 
berbasis ekologi, serta membentuk kerangka 
Indonesia’s Green Bond/Sukuk Framework. 

•	 Rencana penguatan pengendalian iklim 
ke depannya akan ditempuh dengan 
implementasi kebijakan carbon pricing (pajak 
karbon & perdagangan karbon), penyusunan 
Climate Change Fiscal Framework yang 
merupakan pembaharuan dari Mitigation 
Fiscal Framework, dan integrasi sistem 
perencanaan, penganggaran, pengukuran, 
pelaporan, dan verifikasi (MRV) perubahan 
iklim nasional. Indonesia memiliki komitmen 
kuat untuk mengatasi perubahan iklim dengan 
berpartisipasi aktif dalam gerakan global 
melalui COP dan mempersiapkan strategi 
untuk mencapai net zero emission.  Bahkan 
Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement 
ke dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 yang 
berisi antara lain tiga poin yakni membatasi 
kenaikan suhu global hingga di bawah 2 
derajat celcius dan mencapai emisi nol bersih 

pada 2050, meningkatkan ketahanan dan 
adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, 
dan menyelaraskan arus keuangan dunia 
dengan tujuan Paris Agreement.

•	 Indonesia memiliki target pengurangan emisi 
secara mandiri sebesar 29%. Sedangkan, 
dengan bantuan internasional Indonesia 
menargetkan mampu menurunkan emisi 
sebesar 41%. Bentuk dukungan APBN untuk 
perubahan iklim antara lain berupa fasilitas 
perpajakan dan cukai untuk menstimulus 
usaha pengembangan EBT dan teknologi 
bersih serta melalui anggaran K/L untuk 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan 
penerapan Climate Budget Tagging dalam 
sistem perencanaan dan penganggaran 
nasional. Dukungan lainnya adalah Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 
mendukung aksi adaptasi perubahan 
iklim di daerah, serta pembiayaan inovatif 
untuk pembangunan berkelanjutan dengan 
memperkuat pembiayaan infrastruktur hijau 
serta pendalaman pasar keuangan syariah 
melalui Green Bond/Sukuk Framework. 
Pemerintah juga meluncurkan SDGs 
Government Securities Framework (SDG 
Bonds) untuk memperkuat pencapaian 
target SDGs.

analiS KeBiJaKan ahli Madya puSat KeBiJaKan  
peMBiayaan peruBahan iKliM  
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•	 Kota Semarang masuk dalam jejaring 100 kota 
berketahanan di dunia atau 100 resilient cities, 
bersama dengan DKI Jakarta. Upaya Kota 
Semarang mengantisipasi dampak perubahan 
iklim dimulai pada 2009. Kota Semarang 
bersama Kota Bandar Lampung terpilih dalam 
program Asian Cities Climate Change Resilience 
Network (ACCCRN).Kota Semarang selanjutnya 
menyusun Sector Studies yang memuat studi 
detail terkait permasalahan perubahan iklim di 
Kota Semarang. Studi tersebut meliputi studi 
dampak abrasi terhadap kehidupan nelayan 
tambak di Kelurahan Tugurejo, studi evaluasi 
ekonomi dampak banjir tahunan di Kelurahan 
Kemijen Kota Semarang, dan studi penilaian 
masterplan drainase Kota Semarang terhadap 
perubahan iklim

•	 Pada 2010, dimulai pilot project adaptasi 
perubahan iklim di Kota Semarang dengan 
menggunakan pendanaan dari ACCCRN.”Juga 
di 2012-2013, mulai inventarisasi gas 
rumah kaca dan strategi mitigasi (difasilitasi 
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit/
GIZ), serta penyusunan strategi terpadu 
perubahan iklim (difasilitasi Yayasan Inovasi 

Pemerintah Daerah),” ujarnya. Studi-studi 
terkait perubahan iklim tersebut dimasukkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) mulai 2011 
mencakup gambaran umum, analisis isu 
strategis, sasaran serta strategi, arah 
kebijakan, dan indikator sasaran. Selanjutnya, 
dokumen-dokumen kerja sama dilembagakan 
dalam Peraturan Daerah Kota Semarang dan 
RPJMD 2016-2021.

•	 Terdapat beberapa Langkah yang dilakukan 
untuk mengakses dana sumber pendanaan 
multilateral seperti yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Semarang, yakni:  (1) 
Bergabung dengan jejaring internasional, (2) 
Mengintegrasikan program-program dalam 
bentuk kebijakan daerah atau RPJMD, 
(3) Memiliki tim kota yang solid mulai dari 
pemerintah, perguruan tinggi, NGO, dan 
masyarakat, (4) Bergerak bersama seluruh 
stakeholder untuk membangun kota, dan (5) 
Membuat proposal rancangan program yang 
diajukan ke lembaga pembiayaan internasional. 
Cara lain adapt juga dengan meminta bantuan 
dan fasilitasi, salah satunya dari PT SMI. 

aSiSten adMiniStraSi pereKonoMian, 
peMBangunan dan KeSeJahteraan raKyat 
peMerintah Kota SeMarang

Widoyono

•	 Latar belakang pembentukan dan dasar 
pembentukan SDG Indonesia One (SIO) adalah 
untuk menjawab tantangan pembiayaan proyek 
yang berorientasi SDGs, karena keterbatasan 
kapasitas sumber daya dan kemampuan sektor 
publik yang relatif terbatas dalam penganggaran, 
perencanaan, dan persiapan suatu proyek. 
Akibatnya, kurangnya kesiapan proyek 
karena proses persiapan yang tidak memadai 
(termasuk kerangka alokasi risiko). Selain 
itu, pembentukan SDG Indonesia One (SIO) 
bertujuan untuk mengatasi kendala lain yang 
disebabkan oleh kebijakan tarif, bisnis model yang 
tidak sustainable, dan proyek memiliki tingkat 
pengembalian marginal. 

•	 SDG Indonesia One (SIO) menawarkan empat 
konsep kepada donor atau filantropi. 
- Pertama, SDG Development Facilities, 

yakni fasilitas yang dapat dimobilisasi 
untuk mengurangi profil risiko, termasuk 
peningkatan kualitas penyiapan proyek, 
perlindungan lingkungan, atau lingkungan 
pendukung yang lebih luas. 

- Kedua, SDG De-Risking Facilities adalah 
fasilitas yang dapat dimobilisasi untuk 

direKtur
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mengurangi risiko keuangan dengan 
memberikan dukungan dalam bentuk 
peningkatan kredit dan produk inovatif 
yang pada gilirannya dapat meningkatkan 
bankability proyek.

- Ketiga, SDG Financing Facilities, yakni 
fasilitas yang dapat disalurkan untuk 
mendorong mobilisasai modal komersial 
dalam bentuk pinjaman langsung, potensi 
pembiayaan bersama, dan peluang 
sindikasi pinjaman untuk memberikan 
leverage proyek. 

- Keempat, SDG Equity Fund yakni dana 
yang dapat disalurkan untuk memobilisasi 
investasi ekuitas untuk proyek greenfield 
atau asset yang sudah beroperasi (proyek 
brownfield) untuk dapat meningkatkan 
investasi swasta. 

•	 Sejak awal pendirian SIO telah menghimpun 
komitmen sebesar USD 3.25 miliar dan telah 
disalurkan sebesar USD 229 juta per Agustus 2021.

•	 Contoh kerja sama program perubahan iklim dengan 
donor untuk Pemerintah Daerah meliputi Dana 
Bakti Untuk Negeri (DBUN) III-Bajo Climate Village 
Program. Program ini memberikan manfaat bagi 
masyarakat Bajo, dengan total penduduk 1.965 jiwa 
yang terkena dampak pembangunan infrastruktur, 
dengan akses yang lebih baik, peningkatan peluang 
ekonomi, dan pengembangan potensi pariwisata. 

•	 Selain itu, pembangunan jalan Kendari-Toronipa 
yang mendukung Teluk Kendari sebagai 
Kawasan strategi Provinsi Sulawesi Tenggara dan 
menghubungkan Kawasan Industri (KIK) Konawe 
dan KIK Morowali. 

Sesi III: Infrastruktur Kesehatan sebagai 
Penopang Pemulihan Ekonomi Nasional
Kamis, 11 November 2021
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•	 Sektor kesehatan menghadapi sejumlah 
tantangan dari sisi eksternal (global) dan internal 
(domestik). Dari aspek eksternal, tantangan 
sektor kesehatan salah satunya adalah pandemi 
global, mobilisasi populasi, global burden of 
disease (beban penyakit dunia), dan disrupsi 
digital. Sedangkan, dari sisi internal kemunculan 
pandemi mengharuskan adanya penerapan 
new normal (adaptasi kebiasaan baru) baik dari 
sisi pelayanan kesehatan maupun tata kelola, 
persiapan infrastruktur kesehatan sebagai 
enabler pelayanan kesehatan, pelemahan 
ekonomi nasional, penderita penyakit katastropik 
sehingga mempengaruhi umur harapan hidup, 
kebutuhan SDM tenaga kesehatan, serta mutu 
layanan Rumah Sakit (RS) kepada masyarakat.

•	 “Kami di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
belum menurunkan kesiapsiagaan kami dalam 
rangka meningkatkan kapasitas respons dari 
pandemi Covid-19, walaupun Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
di beberapa daerah sudah turun levelnya 

tapi kami Kementerian Kesehatan dan 
jajaran kesehatan di Pemerintah Daerah 
dan juga fasilitas kesehatan tetap siap siaga 

Koordinator FaSilitaS pelayanan KeSehatan ruJuKan, 
direKtorat Jenderal pelayanan KeSehatan  
KeMenterian KeSehatan ri

andry chandra

terhadap potensi lonjakan pandemi Covid-19,” 
katanya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
tengah melakukan transformasi Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN) pada 2021-2024 
untuk mendukung SKN yang berkeadilan. 
Transformasi ini mencakup 6 pilar, meliputi: (1) 
Transformasi Layanan Primer, (2) Transformasi 
Layanan Rujukan, (3) Transformasi Sistem 
Ketahanan Kesehatan, (4) Transformasi Sistem 
Pembiayaan Kesehatan, (5) Transformasi SDM 
Kesehatan, dan (6) Transformasi Teknologi 
Kesehatan.

•	 Terdapat tujuh kegiatan infrastruktur prioritas 
sektor kesehatan:
- Pertama, pemenuhan infrastruktur dalam 

mewujudkan World Class Hospital. 
- Kedua, pembangunan Puskesmas di 

kecamatan tanpa Puskesmas. 
- Ketiga, pemenuhan 1:1000 tempat tidur 

terhadap penduduk. 
- Keempat, pembangunan RS D Pratama di 

daerah 3T dan RS perbatasan. 
- Kelima, peningkatan jejaring/infrastruktur 

pelayanan rujukan penyakit katastropik. 
- Keenam, peningkatan akses rujukan 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). 
- Ketujuh, kebutuhan ruang perawatan isolasi 

dan ICU Penyakit Infeksi Emerging (PIE) 
untuk penanganan covid-19. 

•	 Strategi pemenuhan infrastruktur kesehatan 
dilakukan dengan mengoptimalkan dan 
refocusing sumber-sumber pembiayaan 
yang ada baik APBN dan APBD. Kemenkes 
juga memanfaatkan dana pinjaman (loan) 
dan hibah dari luar negeri yang memenuhi 
kriteria dan memberikan daya ungkit. Selain 
itu, Kemenkes juga meningkatkan penataan 
sistem jejaring pelayanan kesehatan di daerah 
mulai dari layanan primer hingga tersier sesuai 
dengan kompetensi dan kapasitas layanan, 
dengan pentahapan pemenuhan berdasarkan 
kebutuhan prioritas. Terakhir, Kemenkes 
mendorong penggalangan dana dan kemitraan 
multistakeholders guna menutup kesenjangan 
(gap) pendanaan pengembangan infrastruktur. 

•	 “Potensi-potensi keuangan lain selain dari 
pinjaman dan swasta kami juga sangat ingin 
inovasi-inovasi investasi yang bisa mendorong, 
mengakselerasi kebutuhan sektor Kesehatan 
sehingga dalam lima tahun ke depan kita dapat 
mencapai kebutuhan infrastruktur pelayanan 
kesehatan untuk mendukung sistem kesehatan 
nasional,” paparnya. Kemenkes mempersiapkan 
infrastruktur penanganan gelombang dua 
pandemi Covid-19, meliputi peningkatan 
jumlah tempat tidur baik konversi, ekspansi, 
maupun menambah fasilitas baru seperti RS 
darurat Covid-19, meningkatkan ketersediaan 
suplai oksigen, dan upaya pemenuhan 
respirator Covid-19.  Selain itu, Kemenkes juga 
berupaya meningkatkan kapasitas dan daya 
tampung perawatan isolasi dan ICU Covid-19. 
Rinciannya, kapasitas ruang isolasi ditambah 
hingga 83 persen menjadi 112.208 tempat 
tidur dan ruang intensif meningkat 138 persen 
menjadi 11.449 tempat tidur. 
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•	 RSUD Al-Ihsan, Provinsi Jawa Barat 
adalah salah satu Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) yang terbilang sukses 
dalam menjaga kinerja positif keuangan 
dan manajemen RS diperoleh melalui lima 
langkah perbaikan yang dapat diadopsi 
oleh RSUD lainnya. Lima langkah tersebut 
meliputi: (1) Pemetaan grand desain strategi, 
(2) Perbaikan aspek learning & growth, (3) 
Perbaikan aspek proses bisnis, (4) Perbaikan 
aspek pelanggan, dan (5) Perbaikan aspek 
keuangan. 

•	 Perbaikan aspek learning & growth dengan 
cara mengubah mindset RS mulai dari 
SDM karyawan yang memiliki komitmen, 
kompetensi, sadar biaya, serta budaya kerja 
yakni melayani dengan hati, dan paling utama 
adalah memiliki Sistem Informasi Manajemen 
(SIM) RS terintegrasi. Selanjutnya, perbaikan 
aspek proses bisnis mencakup clinical 
pathway yang merupakan proses multidisiplin 
terkait perawatan pasien secara tepat 

direKtur utaMa rSud al-ihSan  
provinSi Jawa Barat

dewi Basmala 
gatot

waktu dengan sumber daya. RS juga harus 
menggunakan standarisasi obat dan alat 
kesehatan, melakukan optimalisasi Standar 
Prosedur Operasi (SPO) RS, formularium 
farmasi, dan memiliki paket layanan operasi. 
Dari aspek pelanggan, RS harus mampu 
menciptakan kepuasan pelanggan internal 
dan eksternal, menumbuhkan loyalitas, dan 
memunculkan trust pada masyarakat.

•	 Tidak kalah pentingnya, RSUD harus 
memperbaiki aspek keuangan lewat lima 
langkah. Pertama, RS harus memiliki unit cost. 
Kedua, perhitungan tarif berdasarkan rill cost 
sesuai unit cost-nya. Ketiga, RS harus melakan 
cost contaiment guna mencegah kebocoran 
anggaran. Keempat, optimalisasi tim coding, 
guna menghindari dispute dan pending 
pengajuan klaim. Kelima, kendali biaya. 
“Di era pandemi dan pasca pandemi untuk 
mewujudkan sustainabilitas dibutuhkan strategi 
yang komprehensif, adaptif, serta berbasis 
evident,” ujarnya. 

•	 Take away message dari acara G20 yang baru 
saja diadakan Oktober tahun ini adalah pandemic 
preparedness suatu negara tergantung pada 
seberapa kuat sistem kesehatan nasionalnya. 
Tentunya, sistem kesehatan nasional yang robust 
menjadi kunci recovery ekonomi dan keuangan 
suatu negara. 

•	 Untuk mendukung sektor kesehatan, PT SMI telah 
menyusun Health Sector Development Framework 
guna mendukung program Pemerintah di bidang 
kesehatan melalui berbagai modalitas yang 
dimiliki. Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran 
bagi Indonesia untuk terus meningkatkan 
kewaspadaan atas kondisi kegawatdaruratan dan 
PT SMI akan mendukung pelaksanaan reformasi 
sistem kesehatan nasional yang pada akhirnya 
bertujuan pada pencapaian target SDGs Nomor 3.  

•	 Health Sector Development Framework mencakup 
empat garis besar outcome, yakni infrastruktur 
kesehatan yang dilihat dari menurunnya disparitas 
pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, 

akuntabilitas, trasnparansi & efisiensi yang dilihat 
dengan meningkatnya kinerja keuangan dan non 
keuangan RS, kualitas RS rujukan melalui akreditasi, 
dan yang terakhir adalah stunting reduction melalui 
peningkatan akses air & sanitasi bersih serta 
kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 
“Dalam framework ini kami ingin menegaskan 
pentingnya kita bersama-sama untuk meningkatkan 
mutu pelayanan kesehatan dan tata kelola holistic 
dan terintegrasi dalam satu pelayanan infrastruktur 
Kesehatan. Upaya peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan diharapkan dapat meningkatkan utilisasi 
pelayanan kesehatan esensial sehingga unmeet 
need service dapat menurun,” ujarnya. 

•	 Untuk mewujudukan keuangan berkelanjutan 
terhadap program-program sektor kesehatan, 
PT SMI memiliki produk-produk terkait bidang 
kesehatan, meliputi: 
1. Technical Assistance & Capacity Building 

(pendampingan). Aspek ini diberikan kepada 
mitra dalam bentuk knowledge support 
& coaching clinic yang diharapkan dapat 
memperbaiki kualitas perencanaan pelayanan 
kesehatan, manajemen keuangan, serta 
sistem kelembagaan dan peraturan. 

2. Penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah 

direKtur 
pt Sarana Multi inFraStruKtur (perSero)

darwin Trisna 
djajawinata



36 InDoneSIa SuStaInable Development Day 2021 37InDoneSIa SuStaInable Development Day 2021

dengan Badan Usaha (KPBU) RS, dimana 
PT SMI sudah terlibat pada beberapa proyek. 
PT SMI berharap dengan penyiapan proyek 
KPBU RS bisa menarik sumber dana lain 
khususnya dari sumber dana badan usaha 
untuk terlibat membangun sistem kesehatan 
nasional yang tidak berorientasi pada value for 
money tapi menuju value based healthcare. 

3. Pembiayaan kepada daerah dalam bentuk 
pembiayaan investasi pembangunan dan 

pengembangan RSUD karena keterbatasan 
APDB. “Ke depan harapan kami pembiayaan 
ini bisa berkembang tidak hanya membangun 
fasilitas fisik tapi juga bisa didesain menjadi 
pembiayaan yang bersifat kegiatan atau 
program karena ini yang sudah diamanatkan 
oleh Ibu Menteri Keuangan, bagaimana PT SMI 
bisa berperan dalam hal tersebut,” ujarnya. 

4. Pembiayaan komersial dan Badan Layanan 
Umum (BLU), yakni pembiayaan investasi 

pengembangan dan pembangunan RS yang 
dikelola badan usaha dan BLU.

5. Impact Investing Program WASH Reducing 
Stunting Prevalence yang merupakan bentuk 
inisiatif platform SDG Indonesia One (SIO) dan 
program CSR PT SMI. 

•	 Portofolio dukungan PT SMI pada upaya 
peningkatan akses pelayanan kesehatan pada 
proyek RS, meliputi: 
- Pembangunan RSUD di Kabupaten Konawe, 

Sulawesi Tenggara senilai Rp 231,9 miliar.  
Pembangunan RSUD di Kabupaten Konawe 
memberikan manfaat ekonomi hingga Rp 
43,3 triliun, peningkatan output sebesar 0,41 
persen, peningkatan nilai tambah 0,27 persen, 
peningkatan pendapatan rumah tangga 0,33 
persen, dan peningkatan lapangan kerja 0,88 
persen. 

- Pembangunan RSUD Sanjiwani di Kabupaten 
Gianyar, Bali senilai Rp 150 miliar. 

- Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi 

Utara senilai Rp 300 miliar melalui skema 
blended finance. 

•	 PT SMI telah mencanangkan strategi dan 
dukungan pada 2022 mendatang menuju 
pembangunan berkelanjutan mencakup fokus 
transisi energi dan perubahan iklim, program 
pemulihan bidang kesehatan, program pemulihan 
pemerintah daerah, dan program infrastruktur 
berkelanjutan. 

•	 Khusus fokus tematik program pemulihan 
bidang kesehatan, PT SMI akan memperluas 
produk pembiayaan untuk mencakup fasilitas 
kesehatan tingkat pertama (FKTP), fasilitas 
kesehatan rujukan lanjutan, laboratorium, klinik, 
air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah medis, dan 
mendukung program pengembangan masyarakat. 
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